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Perkembangan dan perubahan masyarakat disertai pesatnya laju ilmu pengetahuan dan
teknologi  informasi  juga  dibarengi  dengan  aspek  negatif  yang  melekat  padanya  yaitu
munculnya kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru
sama  sekali.1 Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  berkembang
menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Seperti yang kita ketahui, Dalam 10 tahun
terakhir, Indonesia tampaknya belum lepas dari peringkat positif sebagai negara yang bebas
dari korupsi. Pada 2013 lalu, organisasi dunia, transparency.org merilis ada 10 negara terkorup
di  dunia.  Dan  dari  10  daftar  negara  itu,  Indonesia  berada  di  peringkat  ke-5,  di  bawah
Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, dan Kamerun. Sedangkan di wilayah Asia Pasifik, Indonesia
menjadi  negara  paling  korup  dengan  menempati  posisi  pertama.  Data  terbaru  yang  dirilis
Transparency International (TI) pada 2014, posisi Indonesia sebagai negara terkorup masih
belum membaik.  Kondisinya  bisa dibilang datar-datar  saja.  Indeks Persepsi  Korupsi  (IPK)
berdasar 13 indeks data korupsi, menempatkan Indonesia pada posisi ke-64 negara terkorup di
dunia.2 Suatu survey yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi  di  Indonesia  sangat
membahayakan kehidupan perekonomian nasional sehingga dianggap kejahatan yang sangat
luar  biasa.  Berbagai  peraturan-peraturan  yang  mengatur  mengenai  pemberantasan  tindak
pidana  korupsi  serta  pembentukan  lembaga-lembaga  untuk  pemberantasan  korupsi  dalam
kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak
berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang
mengatur korupsi.
Seperti  yang  kita  ketahui,  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  Tindak  Pidana
Korupsi yang terakhir atau sampai sekarang masih digunakan adalah undang-undang Nomor
31  Tahun  1999  jo  undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi sebagai aturan pidana khusus.
Suatu aturan perundang-undangan diluar KUHP dapat dikategorikan sebagai hukum
pidana khusus sehingga berlaku asas “lex specialis derogat legi generali”, ia harus memuat
ketentuan-ketentuan hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP, baik penyimpangan
tersebut dari hukum pidana meteriil (KUHP sendiri) dan hukum pidana formil (KUHAP). Dan
maksud  penyimpangan  dari  KUHAP  adalah  ketentuan  beracara  yang  berbeda  dengan
ketentuan yang ada di dalam KUHAP. 
Didalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 26 dikatakan bahwa: 
“Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana
korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-undang ini.”  
1 Mahrus Ali, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Yogyakrta : UII Press,Halm. 11.
2http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/11/n6zu6747-peringkat-korupsi, diakses 6 Juni 2015.
Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  mengenai  kewenangan  Penyidikan,  penuntutan,  dan
pemeriksaan di sidang pengadilan telah diatur didalam undang-undang lainnya yang berlaku.
Sehingga didalam memahami konsep penanganan perkara tindak pidana korupsi harus melihat
ketentuan lainnya yang saling berkaitan satu sama lainnya.
Mengenai  kewenangan  penyidikan  dan  penuntutan,  satu-satunya  institusi  penegak
hukum yang memiliki dua kewenangan tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia (RI)
sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  RI.  Kewenangan
Kejaksaan RI khususnya di bidang pidana dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (1) dan didalam
penjelasan pada huruf d, yakni:
Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a) melakukan penuntutan;
b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;
c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e) melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan  pemeriksaan
tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan penyidik.
Penjelasan huruf d
Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-
Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.  Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan  adanya  dua  kewenangan  di  dalam  “satu  atap”  tersebut,  Kejaksaan  RI
mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana
ini dan  seharusnya  dapat  bertindak  cepat  dalam  menangani  Tindak  Pidana  Korupsi  di
Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan  didalam  pengambilan  keputusan  yakni  pada  tahap
penyidikan untuk  kemudian  dinyatakan lengkap dan kemudian  lanjut  ke  tahap  penuntutan
dilakukan oleh seorang jaksa yang pada prinsipnya memliliki Kedudukan sebagaimana Pasal
2 ayat (3) dan penjelasannya, yakni:
Kejaksaan (dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan
lain berdasarkan undang-undang) adalah satu dan tidak terpisahkan.
Penjelasannya:
Yang dimaksud dengan “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan
dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  di  bidang  penuntutan  yang  bertujuan
memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas
yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan.
Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya
karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh
kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai
pengganti.
Akan tetapi didalam pelaksanaannya, penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam
hal penyidikan oleh jaksa maupun penyidik lainnya seperti Kepolisian dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil  terdapat permasalahan yakni mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk
menghitung Kerugian Keuangan Negara. Permasalahan tersebut dikarenakan penyidik sampai
sekarang  tidak  memiliki  kewenangan  tersebut  dan  secara  undang-undang  perhitungan
Kerugian Keuangan Negara hanya dapat dilakukan oleh lembaga audit Negara atau pemerintah
yakni  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Negara  (BPK) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun  2006  Tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) Republik  Indonesia dan  Badan
Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
(BPKP).
Jika  pemahaman  sempit  yang  kemudian  digunakan  khususnya  oleh  penyidik,  tentu
nantinya akan berakibat pada lamanya waktu penyidikan yang dibutuhkan untuk mendapatkan
hasil  perhitungan  potensi  Kerugian  Keuangan  Negara  yang  tertuang  dalam Laporan  Hasil
Audit  yang  menjadi  produk  masing-masing  lembaga  audit  tersebut  (BPK  dan  BPKP).
Mengingat  realita  yang ada di Indonesia, sebagai  suatu contoh  BPKP Perwakilan  Propinsi
Jawa Tengah yang menanungi 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) kota.3 Hal ini
berarti  terdapat  36 (tiga  puluh  enam)  Kejaksaan  Negeri  dan  1  (satu)  Kejaksaan  Negeri
Semarang Cabang di Pelabuhan Semarang4 yang perhitungan Kerugian Keuangan Negaranya
bertumpu pada  hasil  perhitungan  BPKP Perwakilan  Jawa Tengah.  Melihat  realita tersebut,
BPKP Perwakilan  Propinsi  Jawa  Tengah  dengan  personil  terbatas  menangani  audit  dalam
perkara  korupsi  seluruh  Kabupaten  atau  Kota  di  Jawa  Tengah tentunya  menemui  kendala
khususnya  mengenai  waktu.  Sehingga  tidak  heran  apabila  waktu  yang  dibutuhkan  untuk
penyidik mendapatkan perhitungan potensi Kerugian Keuangan Negara dengan bantuan BPKP
tersebut  bisa memakan waktu hingga 3 bulan lamanya atau lebih. Tentu hal ini bertentangan
dengan asas hukum pidana yang mengatakan bahwa penanganan perkara pidana hendaknya
dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. 
Berkaitan  dengan   pendekatan  hukum pidana  sebagai  instrumen  untuk  memerangi
perkara  korupsi  maka  penulis  pada  kesempatan  ini  ingin  membahas  suatu  perkara  tindak
pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Direktur  Utama  Drs.  SUMADI,  MM.  yang  dalam
perkembangannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht)  dimana upaya hukum
kasasi  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  sudah  diputus  oleh  Majelis  Hakim  pada  tingkat
Mahkamah Agung (MA). Korupsi yang dilakukan ini merupakan menggunakan wewenang
untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai
atau sengaja. Dan korupsi ini terjadi dalam tubuh organisasi yaitu berupa penggelapan uang.5
Perkara  ini  menurut  penulis  menarik  dikarenakan  Jaksa  yang  menangani  perkara  tersebut
melakukan sendiri perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan
terdakwa yang di dalam penyidikannya telah diduga melakukan suatu tindak pidana korupsi
dan di dalam penuntutannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi.  Dalam melakukan
perhitungan  sendiri  jaksa  mengacu  pada  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Mantan  Kajati
3 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Jawa_Tengah.
4 http://kt-jateng.kejaksaan.go.id
5 Robert Klitgaard,dkk, 2002, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Jakarta : Yayasan Obor
Indonesia, Hal.3.
Jateng Babul Khair Harahap bahwa agar jaksa berani menghitung sendiri Kerugian Keuangan
Negara  khususnya  untuk  kasus  dengan  Kerugian  Keuangan  Negara  yang  kasat  mata.6.
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan bagian yang sangat penting dikarenakan
selain merupakan salah satu unsur didalam pembuktian pasal mengenai Tindak Pidana Korupsi
yakni  “kerugian  keuangan  negara”,  perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara  juga  menjadi
dasar bagi jaksa menuntut pidana uang pengganti dan hakim nantinya didalam memutuskan.
Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain
pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana
Korupsi dapat berupa7 : 
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak
bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk
perusahaan  milik  terpidana  tempat  tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari
barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; 
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian
keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana; 
e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya
dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; 
Penulis  yang juga merupakan bagian dari  Tim Jaksa  Penyidik dan  Penuntut Umum
dalam perkara  yang akan dibahas tersebut,  dalam kesempatan  ini  akan menganalisa  kasus
penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Direktur PDAM Giri
Tirta  Sari  Kabupaten  Wonogiri  pada  tahun 2010 sampai  dengan tahun 2011 dengan judul
KEWENANGAN  JAKSA  DALAM  MENGHITUNG  KERUGIAN  KEUANGAN
NEGARA  PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi  Hukum mengenai
Kasus Pengadaan Pipa, Accessories dan Water Meter di Kabupaten Wonogiri).
6 http://majalahprosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=157:kajati-jateng-jaksa-bisa-
menghitung-kerugian-negara&catid=4:lintas-kejari&Itemid=6, diakses 6 Juni 2015
7 Mungki Hadipratikno,”Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, artikel
dalam Jurnal Magister Hukum Vol 2, No 2, 2012, Halm. 2.
